
GT'BERIVT'R ITUSA TENGGARA TIUUR

KEPUTUSAN GUBERITUR NUSA TENGGNRA TIMUR
NOMOR: l?s /KEP/HK l2OlS)

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN NAPUNG GETE
DI DESA ILIN MEDO DAN DESA WERANG KECAIVIATAN WAIBLAMA

KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGI3ARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TINIUR'

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

bahwa dalam upaya untuk mewrjudkan pemanfaatan air
yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sikka, perlu
dibangun Waduk/Bendungan yang berfungsi sebagai
bangunan tampungan air untuk menyuplai kebutuhan air
baku di Kabupaten Sikka;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubenur Nusa Tenggara
Timur Nomor : 199/KEP/HK,/ 2016 telah ditetapkan
Lokasi Pembangunan Bendungan Napung Gete di Desa
Ilin Medo dan Desa WeranS: Kecamatan Waiblama
Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan
jangka waktu berlaku selama 1l (dua) tahun dan telah
berakhir;

bahwa sesuai Pasal 2l Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional sebagaimanir telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 5€i Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiclen Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksarraan Proyek Strategis
Nasional, menyatakan bahwa ctalam hal jangka waktu
penetapan lokasi telah berakhir: dan penyediaan tanah
untuk pelaksanaan proyek Strategis Nasional belum
selesai, Gubernur memperbalrarui penetapan lokasi

'untuk jangka waktrr 2 (dua) tahun;

bahwa berdasarkan pertirebangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, hunrf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gub'ernur tentang lokasi
Pembangunan Bendung€rn Napurrg Gete di Desa Ilin Medo
dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 t€ntang
Pembentukan Daerah-daerah Tinl;kat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 195ti Nomor 115, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indont:sia Nomor l6a9l;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (kmbeLran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 7'.2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomc,r 528O\ rQ

d.



Undang-Undang Nomor 23 'Iahun 2OL4 tentang
Pemeriitahan Daerah (Lemb:Lran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nontor 5587) sebagaimana

tetih diuUatr beberapa Kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 Terrtang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 2Ii Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tana h Bagi Pembangunan
untuk Xepen*tingan Umum (Lenrbaran Negara Republik
Indonesia Tahurr 2015 Nomor 5{1, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2Ol2 tent'ang

Penyelenggaraan Kepengadaan Ta.nah bagi Pembangunan

unt-* X$entingan Umum (trmbaran Negala Republik
Indonesia Tanui ZOIZ Nomor 165) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir detlgan Peraturan Presiden

Nomor 148 Tahun 2O15 tentang, Perubahan Keempat

Atas Peraturan Presiden Nomor '71 Tahun 2Ol2 terrtang
Penyelengaraan Pengadaan Tan ah bagi pembangunan

untut fEpnti.tg.tt U-.r- (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 36€');

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyt:k Strategis Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor

4) sebagaimana telah diubah derLgan Peraturan Presiden

Nomor 58 Tahun 2Ol7 tenta-ng Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyt:k Strategis Nasional

(fembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 119);

4.

Menetapkan

XESATU

KEDUA

KE|TIGA

Lokasi Pembangunan Bendungan ltapung Gete di Desa Ilin
Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten
Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur'

Peta Lokasi Pembangunan Bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran Keputusan ini.

l,ahan untuk Pembangunan Bendungan Napung Gete yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

adalah seluas 184,47 Ha yang terdiri dari:
a. Genangan Bendungan, seluas 61, 53 Ha;
b. Sabuk Hijau, seluas 54,O0 Ha;
c. Tapak Bendungan, seluas 8,5 Ha;
d. Bangunan Pelengkap dan Ban;gunan Fasilitas, Seluas

MEMUTUSKAN:

26,07 Ha;
Quarry dan Borrow Area, seluas Ii,OO Ha;
Spoill Bank, seluas 5,OO Ha;
Arboretum, seluas 5,O0 Ha;
Jalan Masuk, seluas 9,46 Ha; dan
Relokasi Kampung terdampak seluas 2,6 Ha 4t

e.
f.

c.
h.
i.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAIU

Pelaksanaan Persetujuan PenetaF.an Lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA ,lilakukan dengan syarat
dan ketentuan sebagai berikut:
a. perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pengadaan Talah

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

b. apabila di lokasi tersebut terdapat bangunan milik
instansi Pemerintah Daerah datr/atau Pemerintah Desa,
agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan;

c. apabila perolehan hak atar; tanah telah selesai
dilaksanakan, segera mengajukan permohonan hak atas
tanahnya sampai dikeluarkan s;ertifikasi hak atas tanah
atas nama instansi induknya;

d. pelaksanaan Pembangunan Fisik melibatkan tenaga kerja
dari masyarakat di sekitar lokasi proyek pembangunan
tersebut;

e. jangka waktu penetapan lokasi Pembangunan
Bendungan Napung Gete sebagpimana dimaksud da_lam
Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)
Tahun: dan

f. dalam hal jangka waktu Penetal)an Lokasi Pembangunan
Bendungan Napung Gete, sebagaimana dimaksud pada
huruf e tidak terpenuhi, dilzrl<sanakan proses ulang
terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Balai Wilayah Sungai Nusa
Tenggara II Direktorat Jendetal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum ,lan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditefrpkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal ?t M€l 2Ol9 
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Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekeriaan Um:m dan Perumahan Rakvat

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Republik Indonesia di Jakarta ;
Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupalg;
Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Tirnur di Kupang;
Bupati Kabupaten Sikka di Maumere;
Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
Sekretaris Daerah Kabupeten Sikka di Maumere;
Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
Kepa.la Dinas PU, Pertambangan dan Energi Kabupa.ten Sikka d.i Maumere;
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di Maumere;
Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di K,-rpang;
Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
Camat Waitlama di Wattlama. I
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